
WALIKOTA BTIKITTINGGI

PEITATT'RAN IPALIKCITA BI'KITTII'TG.GI
NOMOR: ;t TAIIUN 2OL2

TENTAITG

PI}ITGELOLAAN CAG/IR BT}DAYA DAN PEI{IXGGALI\N SA'ARAII
DI KOTA BUKITT]NGGI

DEITGAI{ RAI{}IIAT TI'HAN YAIIG IT.IATIA E$A

Menimbang : a.

b.

Mengingat : l.

ITALIKOTT $UTUTTII|GGI,

bahu':r cagar budaya rnerupakan kekayaan budaya
bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat
derrgan meningkath':rn perarl serta masyarakat untuk
melindungi dan memelihara peninggalan sejarah
terscbut;

bahwa pcrlinduirgan dan pcmcliharaan pcninggalan
sej,lrah sebagaimana dimaksu,l huruf 'a" di atas, perlu
diatur dengan perigelolaern cagar budaya dan
pcning,galan sejarah;
bahwa berdasarlran pertimbangan sebagaimana dimaksud
hun-rf "a dan huruf b", sementara menunggu proses
dib'entuknya Peraturan Daerah tentang Peng,elolaan Cagar
Budaya, perlu menetapl<an Peraf:ran Walikota Bukittjnggi
ientang Penllelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan
Sejarah di Kc'ta Bukittinggi .

llndang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonorn Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang*Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional trmbaran Negara
Rcpublik Indonesia ?ahun 2004 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor  a2\;
Undang-Urrdang l,lomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125 Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 44371, yang telah
beberapakali diubah terakhir dengan Ltndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaharr Kedua Atas
Undang-UnCang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
'Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 'larnbahan lembaran
Negara R6publik Indoncsia Nomor aSaal ;

I)nclang-iJndang Nornor i0 Tahul 2AOg tcntang
Iiepariwisa'-aan, (Lembaran itlcgara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 11, TamLahan Lembaran Negara
Repul-rlik Indonesia Nornor 4966 l,
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Undang-Undang Ncmor 32 Ta.hun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Irmbaran liegara Fepublik Indonesia Tahun 2AO9
Nomor 14O, Tamba.han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo:5059 );

Undang - Undarrg Nomor 11 lahun 2010 tentang Cagar
Budaya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor \30, Tambahan leinbaran Negara Republik
lndonesia No,r.or 5168 );
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemben tukan Peratura rr Peru nCan g-Undangan, (t-ernb aran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
'l'ambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nc,mor
523fl;
Peratu.ran Pemerintah Ncmor 10 Tahun 1993 tertang
Pelaksanaan lJndang-Undang Nomor O5 Tahun \992
lerrtang Benda Cagar Budaya ( lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L993 Nomor 14, Tambahan
L,embaran Negara Republ:k Indonesia Nomor 35i6 );
Perat'-rran Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara PeLaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelengga.raan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Noinor 129, Tambahan lembaran
Negara rRepublik Inclonesia Nomor 3966h

Peraturan Pemerinta.h Nomor 79 Tahuu 20O5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengaw€Lsan Fenyelenggaraan
Pem,:rintah Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 16,5);

Peraturan Pemerintah Norno.r 6 Tahun 2AA6 tentang
Pengelolaan Barang llilik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nonror 20, Tamhahan Lembaran
Negara llomor 4609), yang tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38'tahun 2008, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 N<.,mor 78,
'lamhahan Lembaran Negara rtepublik Indonesia Nomor
a 855);

Peraturan Pemerint rtr Nomor' 38 Tah'"rn 2007 tentang
Penbagian Urusan Pemerinlahar^ antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcmerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara. Republik
indonesia Nomor 82, Tanrbahan krnbaran i.{egara
Republik Indonesia lVcmor a7 371;

I(eputusan Menteri Pendidil:an dan Kebudayaan Nornor
O87 /P/1993 tentang Penclaitanan Benoa Cagar Budaya;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
062 I Il I 1995 ten[ang Pemilikan, Penguasaan,
Pengaiihan dan Pengha.pusan Benda Cagar Budaya dan
/ atau Situs

Kepufuqa Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
063 " I 1l i 1995 tentang Perlinduirgan dan
Pcmclihaiaan Bcncier. Cagar Budaya ;

[(eputusan lvlenteri fendidikan dan Kebudayaan Nomor
064 I Ll / 1995 tentang Penelitian dan Penetapa::
Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
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17. Peraruran Menteri Kebudayaan Dan Pari*risata Nomor
PM.O5/PX;.CO7/MKPI2010 tentang Per-er.r:an Gedung
Sekoiah R4io {SMU 2), Gedung Kandepdikbud, Kompleks
Kantor Polres Agam, Komplek Kantc'r Kodirn Agam, Tugu
ldanggopoh, Gedung SMP I, (iereja Katholik, Rureah
Bekas Kepaia Stasiun Kereta Api, Gereja Protestan, Villa
fiepang-Oepang, Hotel Centrum (Pos Dan Giro), Istana
Bu.g Hatta, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung
I{atta, Wisma Anggrek, Villa Merieka, Makam T\-ranku
Syechk Imam Jireli, Benteng Fo;t De Kock, Eks BNI 46
Bukittinggi, Cerobcng Asap No 101 B, Ru-nah Gadang
E:egku Palo (Sulnr Tar{ung), Rrrmah Tinegal Di .Ialan
DR.A.Riva; No. 38, Pasar Lorong Sarrdagar, Lenrbaga
Pemnsyarakatan Bukittinggi, Masjid Raya Rao-Rao,
Masjid Saadah, Kom,pleks Makam Tuan Titah, Medan
Bapaneh Sitangkai, Kubrrrarr ;tinik JanggSrt Hitam,
Rumah Adat Tiang ftaniang, Medan Bapanet^ Gunung,
Kompleks Makam Mahhudum Sumanik, Bacu Batikarr,
F rasasti Rambatan,Megalit,Simawang, F?asasti llmbilin,
Rumah Trra Kampai Nan Paniang, Prasasti Kuburajo,
Masjid Raya Lima Kaum, Medan Bapaneh Koto
Elaranjak, Benteng Van Der Capellen, Prasasti Saruso II,
Ustarro Rajo Alam Gudang Pagarulrung, Kompieks
Prasasti Aditiyawarman, Prasastr Ponggongan, Makam
Rajo lbadat, Makam Indomo Saruaso, Prasasti Saruaso
I, Ustano Saruasu, Megaiit Talago Gunung, Ustano Rajo
Adat Buo, Gedung Controlleur Buo, Baiairung Sari
Tabeli, Makam Panjang Tantejo Garhano, prasasti
Friangan, Surau Lubuk Bauk, komplek Makam'I\ranku
lamansiangan, dan Makam Haji Miskin yang berlokasi
Di Wilayah Propinsi Sumatera Barat Sebagai Benda
cagar Brrdetya, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya yang
Dilir.dungi Undang-Undangan Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar" Budaya;

18. F,eraturan Daerah l(ota Buicittinggi Nomor 05 Tahun

20.

2006 tentang Sistem Perencanaan pernbangunan
Daerah (Lembaran l)aerah Kota Bukittinggi Tahun
2006 Nomor 05i;
Peraturan Da,erah Nornor 08 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangu;ran Jangka Panjang Daerah (RpJpD)
Kota Bukittir:ggi Tahun 2006 - 2A25, (Lembarar. Daerah
Kota Bukittinggi'i'ahun 20A6 Nomor 58)
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggl Tahun 2O0g
l{omor 03);
I'eraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun
,.008 tentang Urusan Fenr.erintah Kota Bukittinggi
(Lennbaran Daerah Kota Bukittinggi Talun 200g Nomor
04);
I'erafuran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas.*Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Iiota
Bukittinggi'Tahun 2008 Nomor 12 ) ;

Peraturan Wititota htkittinggi Nomor L3 Tahrrn 2OIA
tentang Rencana Pembangunan .Iangka \{enengah Daera-i:
(RPJMD) Kota Bukittingg Tahun 2011 - 2015, f3erita
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nornor 13).
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ISEHUTU$I{AI{:

Menetapkar. : PERA?URA!{ WALIKOT^\ TENTd$G PDNGELOLAAN CAGAR
BUDd.YA DAIII PE$INGGALAI{ S&'ARAII DI KOTA
gUKITTINGGI

BAts I
KETDNTUA]I IIMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wahkota ini, yang dimakr;uC dengan :

1. Daerah adalah l(ota Bukittinggi:

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
pcnyele nggara Pem,:rintahan Daeralr;

3. Walikota adalatr Walikota Bukitting€ii;

4. Dinas/hrstansi terkait artalah Satuan l(crja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi Keb,rdayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;

S. Cagar btidaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda
cag?r buday-a, bangUnan cagar trudaira, struktur cagar bu{ay1, situs cagar
bu?aya, dah kawarsan cagar budaya di $qra! {an/a!au -di 4t yailg qerlu
dilesiarikan kcbcritdnanya-karcna mcmiliki nilai penting bagp sejarah, ilmrt
pengetahuan, pendidikan, aganla, dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan.

6. Peninggalan sejaratr adalah hasil karya manusia dari masa lampau yang
berkaitan dengan kescjarahan ;

7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia,
baik bergeiak marrpun tidak bergerak, bcrupa kesatuan atau kslompok, atau
bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaCn dair sejarah perkem bangarr manusia;

3. Bangunan Cagar Buciaya adalah suslrnan binaan yaqg terbrrat dari benda
alam atau L'eada buatan manusia unruk memenuhi ke butuhan ruang
berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap;

9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan':. binaan yang terbuat dari benda
alam cianlatau benda buatan manusia untuk memenuhi kebuttrhan ruang
kegiatan yang nrenyatu dengan alanr, sarana, dan prasarana untuk
menarnpurrg kebutuhan manusia;

10. Situs Cagar ltudaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang
mengandung bcnda cagar budaya, bangunaa cagar budaya, dan/atarr
struktr:r cagar budaya sebagai hasil kegiatan rnanusia atau bukti kejadiar
masa lalu;

11. Kawasan Cagar Budarra adalah satuan n{ang gcografis yang memiiiki du.-l
situs cagar i:uda1,a atau lebih yang le iaknya berdekatan dan/atau
nemperlii,atkarn ciri tata ruang yang khas;

12. Pengelol:ran adalah upaya terpadu untuk rnelindungi, mengemtangkan, dan
memanfaatJ<an cagar budirya melalui kebijakan pengaturan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat;

13. Pelerrtarian adalah upaya dinamis untttk mempertahankan keberadan caga-
budaya dan nilainya dengan cara rnelindungi, mengembangkan dan
memanfaatkannya;

i4. Perlindungan adaiah ufaya mencegah dan menanggulangr dari kerusakan,
kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan.
zonasi, pcmelitrirra;rn dan pernungaran cagar budaya;

i5. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan. merawat agar kondisi fisik caga:
budaya tetap lcstari;



'i- Pe::eiiuan aiaiair legiata:: ik'1iah ]'mg dilakukan menuru: kaidah da3

=el.odg 
i'ang.sis',er:-ratis i'nrr:k memperoleh infcrmasi, data lan keterangan

sagi kepcnrir:gan pelesrarian cagar budaya, iln.u pengetahuzut dan
pcn gern banga n ke buCalaan ;

i8.

19,

Li Peraanfaatan adalah perda;*agunaan cagar budaya untuk kepentingan
sebesar-.besarnya llese;ahteraar rarJry;lt dengan [etap memperta].an[an
kelestariar,nya;

Pendaflaran adalah upaya pencatatan benda, ba;rgtrnan, strukhrr, lokasi,
dan/atau satuan {uang geografis untrrk diusrilkar. sebagai cagar-budaya
lccpada pemerintah atau perwakilan Indoncsia di Luar lVegeri din
selanjutnya dirnasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
Registcr. Nasional cagar Budaya adalah daftff resmi kekayaa-n budaya
hangsa bcrupa cagar budaya yang beracia di dalam dan di luar legeri;

BAB II
, 

M,ANSUD DAT{ TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi, memelihara,
rnclcstarikan dan mcnyclarmatl<an dari kcnrusnahtrn dan kerusakan al<ibat
tinclakan mernusiat rnaupun proses alam.

Pas&t 3
'lujuan dari Peraturan Walikoter ini adalrft untuk :

a. it4ernpertahankan keaslian warisan buclaya bangsa yang mengandung nilai
sejarah dan ilmu pengetahuan;

b. Mcningkaikan harkat dan martabat bangsa rnelalui cagar budaya dan
peninggalan seja;ah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola
untuk pembangunan dan citra daerah sebagai ttljuan wisata;

c. rncningkatkan kcsejahteraar; masyari^kat melahii ka'vasan dan/atau
bangunan cagar buciaya yang dijadikan tempat tujuan wisata:

cl. Mempromol;ilcan warisan budaya bangsa kepade. masyarakat inteniasional.

BAB IIT

SASAT.|AN DA$ RUAflG LINGKUP

Pasal 4
Sasaran dari perrgclolaan cagar budaya ini adalah sebagai upaya untuk
melestarikan, :nelindu;rgi, memelihara cian memanfaatkan potensi kawasan
dan/atau hangpnan cagal' budaya urrtuk kepe:rtingan sejar-ah, pengetalruan,
kebudayaan, sosial darr ekonomi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelol:tan cagar budaya dan situs peninggalar^ sejarah meliputi,
perlindungan, pengembangan dan pernanfaatan bangunan cagar budaya di kota
Bulcitinggi.

BAB IV
I{RITEIITIA BENDA CAGAR BI'DAYA DAfi SITTTS PENIITGGALAII SE.'ARAII

Pasal 6
(l) Senda Cagar Rudaya dan Situs Peninggalan Sejarah ditetaipkal

Penentuannya berdasarkan kriteria sebagai beriklrt :

a. Nilai sejarah;
b. Nilai arsitektur;
c. Nilai ilmu pengelahuan;
d. Nilai Sosial Budaya;
e. Umur.

Jir,rarqrnra J
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t; i:i Eerdasa:ka-n kriteda *ebagain"ana dirnaksud pada ayat (1) Bangunan Cagar
Buda5'a Dan Sirus PenlnggaJan Sejarah secara umum dapat dikla,sifikasikan
dalam + {empat} kategori sebagai berilcr.rt :

a. Benda Cagar Budaya dan Situs Pt:ninggalan Sejaratr kategori A memiliki
kriteria :

1) Merniliki keaslian bentuk;

2) Memrliki l<czrslian berharr;

3) Merniliki keaslian teknologi pcnge.rjaan;

4) Ivlenrili!:i kensliar: seni hias'

5) Memiliki keaslian lingkungan;
6) Memilil<i pctensi untuk dikembangkern.

b, Benda Cager Iludaya dan fliftrs Pcningllalan Sejarah kategori B memiliki
kriteria:
1) Memiliki k:aslian bentuk;
2) Memiliki icasli:rn bahan;

3) Memiliki keaslian teknologi pengedaan;

4) Mcmiliki keaslian seni hieis;

5) Memiliki keaslian lingkungan;

6) Kurang potensi unhrk dikembangkan.
c. Benda Cagar Budaya dan Silus Peninggalan Sejarah ke-tegori C memiliki

kriteria:
1) Memiliki keaslian bentuk;
2) Menritil:i keaslian teknologi perrgerjaan;

3) Memiliki keaslian scni hias;

4) Kurang potensi untuk dikembangkan.
d. Bencla Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah i:ategori D memilik;

kritr:rla:
1) Memilikr l;easlian bentuk;
2) It,lcm;liki keaslittn bahan;
3) Itlemiliki keashan teknologi pengerjaan;

4) Memihki keaslian seni hias;
5) Sudatr berdih fungsi;

6) Sudah berr:ampur der:gan kondisi modern;
7l Kurang potcnsi untrrl< clikcmbnngl<an.

(3) Daftar dan Kategori benda cagar budaya dr^n situs peninggalan sejarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dar ayat (2],, tercantum 6alam
La,npiran yang rrerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini

BAB V
UTEWENANG, TAI{ccItNCnIAlYr{B DAN KEWAJIBAN

. PEMERINTA}I DAERAH

4 Bagian Kesatu
Wewenadg dan Tanggungiawab

Pasal 7
Pcmerintah Daerah dalam melakul<an F,engelolaan cagar budaya cajl
peninggalan sejarah berwenang dal bertalg.gungjawab untuk :



d.

b.

h{enetapka:* kebijakar pe*yelengga-r-a::.n karvasanr dan bangunan berscjarai.
ien gan rnrrnpe r:timhangi<a:r kepent"ingt:n umurr ;

Menetapkan prosedur dar: perss.ara%.n serta pemungaran dair pemuiihan
bangunan cagar buciaya I ang tidak mrnghilangkan keaslii.rnnya;
Melakukan pendatae.n, pendaflaran, frencataten dan pendokumentasia;:
terhadap bangunan cagar budaya clan/atau benda cagar budaya yang
tersebar di Kota Bttkitttnggi;
Melaksanakan Sisrem Register Nasional Cagar Budaya dan Pcninggal:.n
sejarah untuk menetapkan dan mencabut status data Cagar Budaya dan
Peninggalan Sejarah bempa benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan
ruang geogra{is sesuai Cengan keten',uan peratrrran perundang-undangan
yang berlaku.
Melakukarr koordinasi dengan Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbaka,a

{BP3) Batrrsangkar u'ilayah kerja Propinsi Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau
serta instansi terkait;
Melakukan pengaw€rsan terhadap pengelolaan serta peiaksanaan
pemurrgaran kawasar danlatau bargp.r.nan cagar budaya dan perringgale
sejarah yang berntanfaat bagi kep:r'tingan sosial, budaya pendidikan dan
pariwisata.

Baglan Ke.dua

KewaJiban

Frsal I
(1) Pemerintah Daerah dalam m':lakukarr pengelolaan cagar budaya da:'

peninggaiarr sejarah berkewajiban untuk :

a. Melakukan sosialisasi pengelolaan beuda cagar budaya dan peninggalar,
sejarah sesuai dengan slrndar teknis balai Pelestarian Peninggala;.
Purbal<ala (BP3) Batusangkar kepada masyarakat secara sistematis da::
terarah;

b. Menyediakan informasi yang bertar, jelas dan akurat tentang pengelolaa-::
serta pemungaran dan perruiihan kawasan dan/atau bangunan cage;
budaya dan pcninggalan sejarah;

c. Melestarikan, nremelihara, melindtingi dan memanfaatkan cagar buda]"a
dan peninggalan sejarah untuk menumbrrhkembangkarr kesadaran da,':
tanqgungiarvab masyarakat dalam menyelcnggarakan kegiatar:
pengelolaan ka'vasan cagat budaya dan pcninggalan sejarah.

(2) Setiap masyarakat mempunyai kewajiban urrtuk berperan serta dalam
melestarika.n banguuan cagar budaya scsrrai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAIT CAG'AR BUDAYA DAN PENINGGALAN SF^'ARAH

Bagian Kesatu
Penelitial dnn Pengkajisa

Pasal 9
Setiap orang yang menemukan atau mcngetahui ditcmukannya benda cagal'
budaya dan atau yang diduga benda cagar'budaya yang tidak diketahu:
pemiliknya, wajib rnclaporkan kepada Pemcrintah Daerah.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada a1'at (U. segrr-z
dilakukan penelitian ofeh'Tim Ahli Cagar Budaya vang ditetapkan denga:-,
Kcpu[usan Walikota.
Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukan Penelitian terhai.:
bangunan cagar blrdaya dan peninggi,.lan sejarah yang ditemukan dibedl:a.:,
perlindungan.
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Ber{iaser}cegr hasri per:ri:r:*;; sebagaimana dimaksul pada ayat i2),Fe:nefo'rrah Daerah r:enenrLnk*n sebagai benda cu.gai budaya dan
penlngg;aian s:jarah atau b,;ka;r dengan lninetepkan :

a. Kepemilikan cieh Pei-neriniah Dacrah
rvajar kepaCa F,enemu;

dengan pemberian imbalan yang

Bagian Kedua
Perlindungan, pemelihar:ran dan pcmaufaatan

Pasal 1O

{1) Setiap bangunan cagar budaya dan pcningga}an sejarah wajib dilindungi
dan dipeiihara.

cagal brrdaya dan peninggala:r
(1) walib memperhatikan nilai
letak, sistem pengejaan sertJ

(2\

ts)

(6)

i1)

(21

(31

(4)

b. Pemjiikan sebagian cari bencla cagar budaya dan peninggalan sejarah
oleh penemtr;

c. Penyerahan k':mbah kepada penemu, apabila terbukti bukan benda
caga-r budaya rlan oeninggalan sejarah; rlan

d' Pemilikan' penguasaan dau pemanfaalan sesuai dengan pcratural
,oerrrn.:ia-:g-u- ,lSngar ye-nq herLak r erra,l--i,le h.Er.,r''tlnar-, a,in peraing,eal€,n
sejarah tidak c iketahui pemiliknya.

Proses dal hesil penelitian cagar budaya dan peninggalan sejarah dilakukan
untuk kepentingan nreningkatklan informasi a"n pio*osi dgar budaya dan
peninggalan sejarah yang ada di Kota Bukit_tinggi.
Kctentuan lebitr ianjut mengenai penclitian dan Pengkajiatt sebaga;r^rana
dimaksud pada'ya,t (1), ayat (2), ayar (3), ayar (4) dan ayat (s) diitapkan
oleh Walikota.

Perlindungan dan pcmeliharaein bangunan
sejarah sebagaimana dimaksud padz: ayat
sejarah, dan keaslian bentuk, bahan, tata
penga_manannya.

(3) Apabila pemilik benda caga-r budaya,clan peninggalan sejarab tidak marnpumelindungi, mer:rlat, memungar bangunar, -Ian p.ningd; sejarah,Penrerintah Dacrah dapat mclakuka.n pengelolaan o".rgli fersetu.lua.pemilik sesuai dengan ketcntuan peraturait perundanglrno"rrgur1 yang
berlaku.

Fasal 11

Setiap orang walitr menrelihara benda cagar bridaya yang ciimiliki dan/ataudikuasainya.
cagar budaya yang ditelantarkan oreh pemiliknya dan/atau yang
menguasainya da;lat dikuasai oleh pemerinrah -Daerah.

Penreliharaan ciilakukan 
_ dengan cara merawat cagar budaya untul:mencegah dan mcnanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/ata.rperbuatan manusia.

D?l"a rangka pemeliharaan terhadap caga-r budaya dan peninggaran
sejarah yang seca.ra fis;k mengalami p".rur,irr"n kuaitas aapai airr,r.,rr.u'pemugaran tanpa rnenghilangkan keaslian bent.rknya.

pasdr 12
Pernerintah Daerarh dan setiap oranll clapat memanfaatkrrn cagar budal.aun-tuk kepentingan agama, sosial, pet:iaidii.an, ihnu pengetahuan, teknologi,
kebudayaan dan pariwi;ata
Pemerintah Daeral-r dapat memfirsilil.asi pemanfiatan rlan promosi cagar
budaya dan peninggalan sejalah yang dilakukan oleh setiap oiu.rg.
Fasilitasi sebagairnana dimaksud pada ayat (21 berupa izin pemanfaara::.
dukungi:n tcnaga ahli, dukungln dana dnn/atau pclatihan.

(1)

(2)

(3)

ffda-*rr i



(1)

(2)

1'1'j Prom*sr sebagaimans iimaksud g:ada alat {2) cr.ilakukan untuk memperkua.
i<ierdras buda3a Sr:r'ta :neni,rrgkatkar: kuatitas hidup dan p.rrdapu:o.
nrasva;a.i<at.

Pemerintah Daerah dapat mengirentikai] pemanfaatan atau membatalka:.i,in pcnranfaa'-an cagar budaya dan peninggalan sejarah apabila pernii:..dan/atarr l'ang menguasainya terbukti -melakukln perusakan aie:_^
menyebabkan rusaknya caga-r budaya dan peninggalan sejarah.
Ketentuan lebih lzrnjut mengenai perlindungan, pemeliharaan rj.:.::
pemanfaatan sebetgaimana dimaksuci pada ayat (i), ayat i21, ayat (3), ayat i;
dan ayert (5) ditetapkan oleh Walikota..

Baglan Ketiga

Fendanrian dan Pengarnasan

Pasal 13
Pendanaan pengelolaan cagar budaya cian peninggalan sejarah menja::
tanggunEjawab bersama antara pemerintah Daerah dan masyarakat.
Perrdanaan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berasal dari :

a. Anggaran Pend:rpatan Belanja Dae;:ah;

b. Hasil pemanfaatan cagar Budaya clan peninggalan sejarah; danf atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai de*gan p(,ratu:?.:

perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Datcrah mengarokasikan anggaran untuk 1,e:lincun3a::.pengembangan, oernanl'aatan, dan kompcnsasi cagar budal,a :a::
peninggalan se jarah dengan memperhatikan prinsip proporsional.
Pemerintah Daerah menyediaican dana cadargan u:ltuk penyelarrratal caga:
budaya dan peninggalern s:jarah yan,l dalam keaciaan daru..-at dan pene::. _
yang telah ditetaplcan sebagai caga-r b,rdaya dan peninggalan sejarah.

Pasal 14
Pernerintah ljacrah bertanggungiaw: b terha,i'p pengawasan pelesta::a--:.
pengelolaan cagar budaya dan preninggak n srjaiah 

".*,uui de.g::,
kewenangannya.

Masya.akat ikut berperan serla d:llam rJengawasan pelestarian cagr;Budaya dan Peninggalar:. Sejarah.

Guna menunjang tugas pengawas'n sebagairna'a dimaksud pada a1.ai r:.,dan ayat (2), Kepala Daerah dapat membentuk Tim n*"gr;";urr c*g*.Budaya Dan Pcninggalan Sejarah.

AAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal lS
serta. dalarn pengelolaan cagar budaya dar

scbagaiman:, ciimaksucl pada ayat

(s)

(6)

(3)

(4)

i1)

(2)

{1)

{2)

{3)

Masyaraxat gsrperan
peninggalan sejar:rh.
Peran serta masyarakat
dalam bentuk :

a. Menerima dan me'fnberikan infornasi mengenai cagar Budar,.a .j:-::
Pr:ninggalan Scjarah.'

b. Melakukan pr:ngkajian, pent:ritian, perlindungan, pemeliharaa:: ::. .pemanfaat"r {3lg bekerjasama dengan balai pelestarian penineaa--:.
purbakala tBP3) Batusangkar atau instansi terkait.



c. Irlenyatakan keberatan secara tertul:s maupLrn lisan terhadap kebijakan
Pemelinlah yang menimbulkan dampak negatif bagi benda cagar budaya
dan mernberikan masukan kepada Walikota sebagai t'ahan
pertinrbangalr Keputusan.

SilB VIII
KETEIiITUAIII PEN U,TUP

Pasal 16

Peraturan Wahkotr ini mulai berlakr.r pada tanggal diundangkan.

Agar sctiarp orang rnengctahuinya nremerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota inr dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota BukittingE;i.

Dit:tapkan di : Bukittinggi

pada tanggal : $ TEfOKUA gl 2012

Diundangkan di Eukittinggi

3 Te,geuAglpada tanggai

A BI'KITTINGGI

Pembina U

BERITA DAERA}I KOTA BUTUTTINGGI TA}TUN 2OI.2 I{OMOR A

2012



N"UldA BENDA CAGAR NUDAYA &
PE!{INGCALIW SA'ARAH

Bar:gunan Sekoiah Rajo (SMU
Negeri 2 Sukittingg;)

Rangunan Kar.tor Dcpdikbud
(Bangunan Kantor Disdikpora
Kota Bukittinggi)

Komplek Kantor Polres Agam
(Polres Bukittinggi)

Dcnzibang 5/ I Rukit Barisan

Komplek Kantor I(r:dim O:l/04
Agam

Tugu Peripgatnn Mangopolr

Bangunan SMP 1

Gereja Katolik

Rumah Bekas Kep.a-la

Gereja Protestan

I*AMPII?ATT

PERATTIRAIT WALIK OTA BIn(ITTINGGI
noMoR ,l- TAHUfi 2Ot2
TET{l'ANG
DAF"TAR DAIII KATEGOIU BENDA CAGAR
BUDAYA DA]]T PEil.}TGGALAN SE.'AR.IH
DI KOTA BTJI(ITTII{GGI

ALAMAT

Jl. Sudirman fio. 5 Kelurahan
Sapiran Kecamatan ABTB
Bul.ittinggi

Jl. Sudirman No.
Belakang Ilalok,
AB'|B Bukittiniggi

9 Kelurahan
Kecamatan

Jl. Strdirman
Keluraharr
Kecamat,'ln ABTB

No. 23
Sapiran

Bukittinggi

.rl. Sudirman Kclurahan
Binrgo Kecamal.r.n AIITB
Bukittinggi

JI. Sudirman Kelurahan
Sapiran Kecamatan ABTB
Bukirtinggi

.tl. Sudirman Kelurahan
Sapiran I{ecamatan ABTB
Bukittinggi

Jl. Suclirman No 1 Kelurahan
Bukit Cangang Kayu ramang
Kecamatan Guguak Panjang
Buliattinggi

Jl. Sudirman

Guguak Panjang

Jl. M.Syafei No. 4 Kelurahan
Bukit Cangang kayu ramang
Kecamatan Guguak panjang
Bukittinggi

Cangang
Kecamatan

Jl. ,Vl

tarok

Kelurahan Bukit
Ka-yu rarnang

Syafei No L2 Kelurahan
Kecamatan

Guguak Panjang Bukittinggi

Jl. Sudirman No 11
Kelurahan Bukit Cangang
Kayu Ramang Kecam,ltan

KATPGORI

Ocpnng-O(:pang

Guguak Pan3ang Bukittingi



i2. Srudio Foto Agar.

I-lctcl Cc,rtrum (Po.;

Bung Hntta

Janr Gadang

Toko Suiaman Silr rrlglgsr*

17. I SD Negcri 14 Bukit Cangang

Wisma /.nggrek

Wisma Cipta Snri

Jl. lir:dirman No 10
Keluraha:r Bukit Cangang
Kayr Ramang Kecamatan
Gug uak Panjang Brrkittinggi

Jl. Istana hto. I l(eluraharr
Bukit Cangang Kayu Ramang
Kecamatan Guguak panjang
Bukittinggi

Jl. Sudirman No
Kelcrahan Bukit Cangang
i{ayr-r Ramang, I(ecamatan

I3.

Cangang Kayu Ramang i

Kecamatan Guguak panjang 
!Bukittinggi 
I

..I1. Panorarna No 5 Kelurahan
Btrkit Caagang Kayu Ramang
Kecamatao Guguak panjang
Bukittinggi

JI. Panorama No. IZ A
Kelurrahan Bukit Cangang
K.ayu Ramalg Kecamatan
Guguak Panjang Bukittinggi

Jl. Istana Kelurahan Bukit

Jl. Panorama No.
Kel'lrahan iBukit Cangang
Kayu Ramang Kecanratan
Guguak Panjang, Buk i ttingg:

Jl. Panorama;
I(elurahan Kayu
Kecamatan Guguak
Bukittinggr

No 2A
Kubu

Panjang

A

Gua Jepang Pancrama (Lobang
Jepang)

Jl. Panorama l(elurahan Bukit
Cangang Kayu Ramang,
I(ecirmrtan Guguak paniang
Bukittinggi

Jl. I'anorama l,io. 6 Kelurahan
Bukit Cangang Kayu Ramang
Kec'rmatan Gr:gr rak Panjang

Rumah Keluarga Amiroeddin

Villa Merdeka

Rumah Peternakan

Jl. Dr. A.
Kelurahan
Kecamatan
Bukittinggi

Rivai
Kayu

Guguak

No 2A
Kubu

Panjang

Llinas
I
I

Jl, Setia Budil No t6 L
Kelurahan Bukit Cangang
Kayu Ramang Kecamatan
Guguak Panjang Bukittin ggi

.Jl. Haji Miskin Kelurahan
Carnl:ago lpu.ah Kecamatan
Mar:diangan Koto Seiayan
Bukitlinggi

"

24. Makam
Jirek

Tr,'angl<u Slyech Imanr



26.

25. i Eks Akaciemi Perawat

Bangunan SMP 3 {k SMP a (Eks
sMP 2)

Benteng l.'ort de Kock
i

Toko Souvenir

JI. \/eteran No 96 Kecamatan
Girguak Panjang Bukittinggi

JI. Dr.A.Rivai Kelurahar^ Kayu
Kubu Kecamatan Guguak
Panjang Bukittinggi

Jl. Benteng Kelurahan
Benteng Pa!ar Atas

Panjangl.ecamatan Guguak
Bukittinggi

28. Jl. A. Yani
Benteng
I(ecamatan
Bukittinggi

No 85 Kelurahan
Pasar Atas

Guguak Panjang

Jl. A. Yani
Benteng
Kecamatan
I.lukittinggi

No 128 Kelurahan
Pasar Atas

Guguak Panjang

101
Ipuah

Koto

Jl. H. Miskin No
Ir.elurahari Campago
Kecamatan Martdiangin
Selayan Bukittinggi

Jl. H. Miskin Campago
Kecamatan lvtandiangin
Selayan Bukitiinggi

IPtrah
Koto

61 A
Ipuah

Koto

Jl. Ipuh Mandiangin No
Kelurahan Campago
Kecamatan Mandiangin
SeLayan tsukittinggi

Jl. Mandiartgin No 22
Kelurahan Campago lpuarr
Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan Bukittinggi

Jl. Mandiangin No 38
Keiurahan Campago Ipuah
Kecamatan iVlandtangin Koto
Selaryan Eukittirggr

Jl. Veteran No 97 A Keluranan
Benteng Pasar atas 

i

Kecamatan Guguak Panjang I

Bukittinggi

Jl. Dr. A.
Kelurahan

Rivai No B
Kayu Kubu

Kecamatan Gu guak Panjang

Jl. Dr. A. Ilivai No ,+O/42
Keh:rahan Kayu Kubu
Kecam atan Guguak Panjang

t_

Jl. Panorarna No 8 Kelurahan
Br-rkit Cangung Kayu Ramang
Kecamatan Guguak . Panjang
Bul<ittinggi 

i

Eks Bank 46 lJukittinggi

Cerobong Asap

Mesjid Surau Gadarrg (Masjid
Jami')

Rumah Gadang Arrgku Palo

Rumah Tlnggal

Rumah Tinggal

j_--
Rumah Tinggal

Rumah Tingga!

Rumah f inggal

Rumah/Salo:r



I

I

Dr. Erman

Lembaga Pema syarakatan
Bukittinggi

Runrah l(clahiran Bung llatta

Batu Kulai Limo Jorong

Jl. Perintis Kemerdekaan
Keh'rahan rl.ur; Tajungkarng
Tengah Sawahi Kecamatan
Guguak Panjang{Bukittinggr

Jl. Sudirman Kelurahan
Buk'it Cangang Kayu Ramang
l(ccarnerL:rn Guguak Panjang
Bukittinggi

Jl. Sockarno Hatta No 3'7
Kehrrahan Aur Tajungkang
Tengah Sa'pah Kecamatan
Guguak Par.jang Bukittinggi

Jl. Kurai XIII Kelurahan Parit
Antang Kecamatan ABTB
Bukittinggi

| 42.
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